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REVISIUUKUHP

PemermtahJammTakLemahkan KPK

JAKARTA - Pemerintahmen-

jamin revisi Undang-Undang
tentang Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana (UU
KUHP) tidak melemahkan ke-
wenangan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Poli-
tik, Hukum, dan Keamanan

(Menko Polhukam) Wiranto

mengatakan, hal yang diper-

gunjingkandalamrevisiKUHP
ituadalah masuknyalima delik
pidanakhusus. Kelimadelikitu
adalahkorupsi, terorisme, nar-
kotika, pelanggaran HAM be-
rat, dan pencucianuang.

“Nah, sangkaan orang, un-
dang-undang (UU) khusus
yang mengatur tindakan khu-
susitumandul habis tidak ber-

laku, padahal tidak,” tandas -

Wirantodi Jakartakemarin.
Menurut Wiranto, masuk-
nya delik-delik pidana khusus
ke dalam revisi KUHPitussifat-
nya hanya melengkapi. Me-
lengkapi pada saat dilaksa-

WIRANTO
Menko Polhukam

nakankonsolidasihukumatau
modifikasi dan integrasi hu-
kum. Apa yang diatur adalah
hal pokoknya saja. Untuk lex
specialis atau hukum yang ber-
sifat khusus tetap masuk da-
lam UU yang sudah ada, ter-
masuk UU Tindak Pidana Ko-
rupsidan UU Narkotika.
“Karena ini mengatur lex
generalis, hanyahal pokoksaja.
Tapi hal khusus atau lex spe-
sialis -nya itu masuk pada UU
yang sudah ada termasuk UU

Tipikor dan UU Narkotika, itu
enggak habis. Jadi tidak di-
hapus, masih berlaku, badan-

nya masih tetap, proses per-

adilan tetap, tidak diubah jus-
trudiperkuatkarenaadalexge-
neralis-nyadi KUHP Inijangan
dipelintir," paparnya;
Wirantojugamemintaagar
hal-hal tersebut jangan dipe-
lintir sedemikian rupa sehing-
gamembingungkan masyara-
kat. Diamengaku heran ketika
ada gerakan yang menolak pe-
lemahanKPK darirevisiKUHP
“Bahkanadaupayayangmeng-
hentikan bagaimana peru-
musan ini diundangkan. Yaja-
nganlah, KUHP ini peninggal-
anBelanda, ujarnya.
Dalamwaktu dekat Wiranto
berencana mengundang para
pemangku kepentingan yang
terkait dengan revisi KUHP Di
antaranya KPK, Panja DPR,
BNN, dan pihak-pihak lain un-
tuk bersama-sama membica-
rakan hal tersebut. “Kita disku-

sikandengansatuketerbukaan,
satu argumentasi hukum yang
sahth sehingga tidak menjebak
masyarakat dalam ketidakta-
huan dan kesimpangsiuran,”
tandasnya.

Sebelumnya Presiden Jo-
ko Widodo (Jokowi) meng-
aku sudah menerima surat
dari KPK terkait revisi KUHP.
Dia menegaskan bahwa KPK
harus diperkuat. “Intinyakita
tetap harus memperkuat
KPK. Sudah intinya ke sana,’

. tandasnya.

Terkaithal-halapasajayang
akan diperkuat, Presiden be-
lum menjelaskannya. Sebab
saatini masih dilakukan kajian
yang dikoordinasikan oleh
Menko Polhukam. “Setelah se-
lesai, saya sampaikan. Tapi
poin-poinnya secara detail sa-
ya belum bisa sampaikan ka-
rena memang baru kemarin
sayaterima,’ paparnya.
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